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ABSTRAK 

PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA 

KEPOLISIAN OGAN ILIR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN DI 

PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG (Putusan Nomor414/Pid.Sus/2019/PN 

Kag) 

Oleh: 

DESI PUTRI UTAMI 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan atau penyiksaan yang lebih 

difokuskan terhadap suami kepada istri yang mengakibatkan luka lahir maupun batin. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai apa 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga yang dilakukan oleh anggota kepolisian Ogan Ilir di Pengadilan Kayuagung dan 

untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian Ogan 

Ilir yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di 

Pengadilan Negeri Kayuagung. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga yang dilakukan oleh anggota kepolisian Ogan Ilir di Pengadilan Negeri 

Kayuagung dan bagaimana pertanggungjawaban anggota kepolisian Ogan Ilir yang 

melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. 

Dalam penulisan skripsi ini  menggunakan metode penelitian hukum normatif 

yang bersifat deskriptif. Hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner,juga disebut 

sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Sumber data diperoleh dari sumber 

data sekunder dengan bahan pustaka yang menurut kekuatan mengikatnya digolongkan 

ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam 

memutuskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 

anggota kepolisian Ogan Ilir di Pengadilan Negeri Kayuagung, Hakim harus memiliki 

pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal – 

pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar 

belakang perbuatan terdakwa, serta hal – hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak 

pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertanggung-jawaban anggota kepolisian yang 

melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain penjatuhan sanksi 

pidana dan hukum disiplim. Untuk pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman 

disiplin diputuskan dalam sidang disiplin yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) 

Peraturan Perundang – Undang Nomor 2 Tahun 2003. Oleh karena itu, polisi yang 

melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana sesuai Pasal 23 

Tahun 2004 walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. 

Kata kunci :Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertanggung jawaban 

pidana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Setiap orang mendambakan pernikahan yang damai dan bahagia. Oleh karna itu 

setiap orang dalam menjalin rumah tangga harus melaksanakan hak dan 

kewajibannya satu sama lain yang berdasarkan agama. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan jika ada pasangan yang tidak bahagia secara lahir maupun batin 

dikarenakan salah satu pasangan emosional dan tidak mau mengalah, salah satunya 

akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan atau penyiksaan yang lebih 

difokuskan terhadap suami kepada istri yang mengakibatkan luka lahir maupun 

batin.  Kekerasan terhadap istri bukanlah isu kekerasan biasa, melainkan sebuah 

gambaran mengenai relasi kekuasaan yang tidak seimbangi  dengan sebuah 

hubungan. Laki-laki mempertahankan otoritas didalam mengontrol, mendominasi, 

dan upaya lainnya sama seperti bagaimana laki-laki melakukannya dalam lingkup 

masyarakat.1 

Pada Pasal 1 Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(UU PKDRT), bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah :  

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, 

dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 

dalam lingkup rumah tangga”. 

Undang-Undang anti kekerasan dalam rumah tangga ini digunakan dengan 

pertimbangan sebagai berikut:  

                                                   
1 Shinta, Dewita Hayu dan Oetari Cintya Bramanti, Kekerasan dalam Rumah Tangga 

dalam RUU KUHP, LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2014, 

hlm 35 
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1. Bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala 

bentuk    

kekerasan yang dilakukan oleh pasangan satu sama lain. 

2. Bahwa segala bentuk kekerasan terutama  kekerasan dalam rumah tangga 

merupakan suatu pelanggaran 

3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan 

perlindungan dari Negara atau masyarakat agar terbebas dari segala bentuk 

kekerasan yang dilakukan oleh pasangan. 

4. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak 

terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya 

perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Adanya UU PKDRT diharapkan dapat dijadikan solusi untuk mencegah dan 

menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan 

hukum. Sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 3 : yakni penghormatan hak 

asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi dan perlindungan 

korban. UU PKDRT menetapkan sanksi pidana bagi barang siapa yang 

melanggarnya.  

Oleh karena itu, ketentuan yang tercantum dalam bab I KUHP, juga berlaku bagi 

UU PKDRT. Misalnya Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:“Tiada suatu 

perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-

undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”Dalam hukum positif 

Indonesia, pengertian Rumah tangga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 

PKDRT, yaitu: 

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang – Undang ini meliputi suami, isteri dan 

anak, 
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2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai 

anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga 

yang bersangkutan. Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka PKDRT 

bertujuan untuk : 

a. Memberikan perlindungan bagi perempuan korban KDRT 

b. Mencegah segala bentuk KDRT 

c. Menindak pelaku KDRT 

d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 

Faktor yang menjadi pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat 

disebabkan oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena 

adanya faktor dari dalam diri pelaku. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang 

pernah terjadi dan di tangani oleh lembaga bantuan hukum. 

Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga 

(LKBHUWK), sebuah lembaga bantuan hukum untuk wanita dan keluarga, 

penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor ekternal.  

Faktor internal menyangkut kepribadian dari perilaku kekerasan yang 

menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi 

yang menimbulkan kemarahan atau frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya 

dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa 

kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun 

temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan 

lingkungan dari orang tuanya.  

Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan 

besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah 
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nanti. Hal ini disebabkan mereka menggap bahwa kekerasan merupakan hal yang 

wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. 

Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, 

akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami, atau anak-

anak2. 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pleaku kekerasan. Mereka 

yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan 

bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan 

ekonomi yang berkepanjangan, penyelewangan suami atau istri, keterlibatan anak 

dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor 

lingkungan lain seperti stereotype bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar, 

dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut, dan mengalah.  

Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh 

suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam 

keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap 

gagal dalam berumah tanggastereotype bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, 

tegar, dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut, dan 

mengalah.  

Hal ini menyebabkan istri menyembunyikan atas perilaku KDRT yang dilakukan 

oleh suami karena malu dan tidak ingin dibilang gagal dalam pernikahan dimata 

orang. Kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak terjadi bahkan didalam dunia 

kepolisian. Darisini sudah bisa dilihat berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak 

mengenal siapa orangnya. 

Ada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat 

                                                   
2 Moerti Hadiati Soeroso, Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis,Sinar grafika, Jakarta, 2012, hlm.76. 
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kepolisian. Salah satu contohnya berasal dari anggota kepolisian Ogan Ilir bernama 

M. Galeh Prima yang menjatuhkan istrinya yang bernama Reza Ria Nanda dari 

sepeda motor miliknya  pada hari Selasa, 11 Desember 2018 kemudian tanggal 27 

Maret 2019 yang ditandatangi oleh dr.Siti Pradyta dokter yang memeriksa pada 

Puskesmas Simpang Timbangan, dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat 2(dua) luka 

lecet di paha bagian dalam kaki sebelah kiri dengan ukuran P1:+- 5cm, L+-3cm dan 

P2:+-4cm, L:+-3cm. 

Pada putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan perkara Nomor 

414/Pid.Sus/2019/PN Kag terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal  44 ayat (4) 

UU RI No.23 Tahun 2004 dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan.  

Kasus – kasus yang dilakukan oleh anggota Kepolisian menunjukkan bahwa 

keberadaan Kepolisian di Indonesia sebagai pengayom dan pelindung masyarakat 

mulai diragukan, hingga timbulnya pemikiran bahwa anggota Kepolisian adalah 

kebal hukum dan tidak tunduk dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.  

Jika anggota kepolisian melakukan tindak pidana, kasus tersebut akan diahlikan 

ke Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri pada masa kolonial 

Hindia Belanda disebut landraad. Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) 

merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang 

berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.  

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Landraad
https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdata&action=edit&redlink=1
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pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah 

Kota atau Kabupaten.3  

Dengan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi 

dengan judul ‘PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

ANGGOTA KEPOLISIAN OGAN ILIR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN DI 

PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG (Putusan Nomor414/Pid.Sus/2019/PN 

Kag)’ 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Ogan Ilir di 

Pengadilan Negeri Kayuagung? 

2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana anggota Kepolisian yang melakukan 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini maka ruang 

lingkup penelitiannya lebih dititik beratkan pada penyelesaian tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Ogan 

Ilir di Pengadilan Negeri Kayuagung dan tidak menutup kemungkinan untuk 

juga membahas hal – hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota 

Kepolisian Ogan Ilir di Pengadilan Negeri Kayuagung 

                                                   
3 https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri di akses pada tanggal 24 Oktober 2020 

pukul 16:47 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri
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2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban anggota Kepolisian yang melakukan 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis 

yang diperoleh selama kuliah di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang 

disiplin hukum serta merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan 

kepada almamater. 

D. Kerangka Konseptual 

1. Penyelesaian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, perbuatan, cara 

menyelesaikan (dalam berbagai-berbagai arti seperti pemberesan, 

pemecahan)4 

2. Tindak Pidana  

Menurut pendapat Satochid Kartanegara memberi pengertian tentang 

tindak pidana yaitu kata tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan 

atau berbuat (actieve handeling) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, 

tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passieve handeling). Istilah 

perbuatan berarti melakukan, berbuat (passieve handeling) tidak mencakup 

pengertian mengakibatkan atau tidak melakon istilah peristiwa tidak 

menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan 

pidana untuk strafbaar adalah sudah tepat5 

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Pasal 1 ayat 1 UU No.23 Tahun2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah 

                                                   
4 Tim bahasa pustaka dua, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka dua, Surabaya, 2002, 

hlm 457 
5 http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana.html diakses pada 

tanggal 26 agustus 2020 jam18:45 

http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana.html


8 
 

 

 

Tangga yang menjelaskan Pengertian Kekerasaan dalam Rumah Tangga 

yaitu : “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan memaksaan atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

4. Polisi 

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, 

keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian 

adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai 

penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga 

kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.6 

E. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum 

normatif, yaitu metode meneliti kepustakaan yang digunakan dalam 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang 

ada7. 

b. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian 

hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (dekriptif) lengkap dalam keadaan tertentu dan pada saat tertentu 

atau mengenal gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang tertentu 

yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini tipe penelitian deskriptif 

                                                   
6 http://www.babla.co.id/bahasa-indonesia-bahasa-inggris/polisi-adalah-suatu-pranata-umum-

sipil-yang-mengatur-tata-tertib diakses pada tanggal 26 agustus 2020 jam19:35 
7 Bambang waluyo, penelitian hukum dalam praktek, Sinar grafika, Jakarta, 2002, hlm 15 

http://www.babla.co.id/bahasa-indonesia-bahasa-inggris/polisi-adalah-suatu-pranata-umum-sipil-yang-mengatur-tata-tertib
http://www.babla.co.id/bahasa-indonesia-bahasa-inggris/polisi-adalah-suatu-pranata-umum-sipil-yang-mengatur-tata-tertib
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bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci, dan sistematis. 

c. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan : 

1. Penelitian Perpustakaan yaitu meliputi : 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

berupa peraturan perundang-undangan. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian atau pendapat pakar hukum8 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.  

2. Wawancara 

Wawancara dengan aparat terkait di Pengadilan Negeri Kayuagung, 

dimaksudkan adalah sebagai pelengkap atau tambahan data dalam 

penelitian hukum normatif. Diharapkan dapat menunjang kelanjutan 

penelitian ini. 

d. Pengelolahan Data 

Pengolahan data, dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, memberi 

penomoran, meng-coding (memberi kode-kode) sehingga data siap untuk 

dianalisis. 

                                                   
8 Ibid hlm 45 
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e. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklasifikasikan, 

baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara 

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang 

tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman 

hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan 

berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni 

penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang 

dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan 

pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab 

permasalahan dalam penelitian9. 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat bagian bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, 

ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan 

obyek penelitian, yaitu : pengertian tindak pidana, unsur – unsur tindak 

pidana, pengertian tindak pidana ringan, pengertian penegakkan hukum, 

serta pengertian penyidik penyidikan dan penyelidikan. 

BAB III PEMBAHASAN 

                                                   
9Ibid, hlm 133-134. 
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Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara 

khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota kepolisian Ogan Ilir di 

Pengadilan Negeri Kayuagung (Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Kag), 

dan pertanggungjawaban anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga. 

 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan Kesimpulan dan Saran. 
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